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Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara
serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Covid-19
(Coronavirus Disease) merupakan salah satu penyakit menular yang
disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai
sindrom pernafasan akut. Covid-19 menyebabkan penyakit mulai dari
gejala ringan sampai berat, yang menyebabkan gejala berat seperti MERS
(Middle Fast Respiratory Syndrome) dan SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome)."

Covid-19 pertama kali ditemukan di China dan tercatat sebagai
Negara yang melaporkan kasus Covid-19 di dunia. China mengumumkan
terjadinya wabah baru ini pada tanggal 31 Desember 2019. Pada
pengunjung tahun 2019 itu pula, kantor WHO (Word Health
Organization) di China mendapatkan pemberitahuan adanya secjenis
wabah yang penyebabnya tidak diketahui.” Pemerintah China sejak 3
Januari 2020 telah melaporkan wabah pneumonia tersebut kepada WHO.
Perkembangan dan pelaporannya secara teratur menjadi perhatian WHO,

dan di tanggal 30 Januari 2020 WHO mengumumkan darurat kesehatan
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masyarakat global dan tepatnya pada 11 Februari 2020, WHO
mengumumkan virus baru ini disebut “Covid-19".?

Pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menyatakann
kasus Covid-19 di Istana Negara. Kasus Covid-19 di Indonesia ini
awalnya ada dua warga Negara Indonesia yang berinteraksi langsung
dengan warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia dan di tanggal 11
Maret 2020 untuk pertama kalinya warga Negara Indonesia meninggal
akibat Covid-19. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga
dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan
juga berdampak terhadap menurunnya pembiayaan modal kerja di KSPPS
BMT Yamamus.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2008. Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa usaha
mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak
perusahaan dan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut.*

Salah satu persoalan mendasar yang selalu dibahas berbagai pihak

mengenai UMKM yaitu masalah permodalan, dimana dalam memperoleh
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modal dari lembaga keuangan terkadang mengalami kesulitan.
Keterbatasan modal di masa pandemi ini juga menyebabkan sulitnya
untuk mengembangkan usaha. Untuk itu diperlukan strategi bagi UMKM
untuk dapat terus mempertahankan bisnisnya ditengah pandemi ini.
Karena UMKM memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia, baik
ditinjau dari segi jumlah usaha maupun segi penciptaan lapangan kerja.
Maka untuk membantu permasalahan dalam memperoleh modal salah
satu pemberdayaan ckonomi masyarakat adalah dengan keberadaan
lembaga keungan mikro seperti BMT (Baitul Mal wa Tamwil) untuk
melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya
menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat
lokal di sekitarnya.

BMT adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utamanya
menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan maupun
deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pembiayaan menurut  prinsip mekanisme yang baik dalam dunia
perbankan.’ Dengan adanya pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh
BMT kepada anggota maka akan mempengaruhi perkembangan usaha
anggota. Perkembangan usaha anggota dapat dilihat dari pendapatan yang
diperoleh anggota, apakah pendapatan usaha anggota semakin meningkat

atau menurun.
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